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l. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 rentang 
P ngubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pemb ntukan Da rah S\! atantra Tingkat II dalam Lingkungan 
Daerah Sv atantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur 
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 40); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 a at (2) Peraturan 
P merintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang P mb rian Tunjungan 
Hari Ra a dan Oaji K tiga Belas K pada Aparatur N gara 
Pensiunan P n rima p n iun dan P nerima Tunjangan Tahu n ' ' . 2023, p rlu m n tapkan P raturan Bupati tentang T kms 
Pemb rian Tunjungan Hari Ra a dan Gaji Ketiga Belas Kepada 
Aparatur N gara ang B r umb r dari Anggaran Pendapatan dan 
B lanja Da rah Kabupat n K rinci Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI KERI Cl 
PROVINS! JAMB! 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
OMOR t TAHUN 2023 

TEN TANG 
TEKNlS PEMBERIAN TUNJANGAN HAR1 RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA 

APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARl ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KERINCl, 
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HAIJ I 
I ETl~NTU/\N UMUM 

Po al J 

Dalam P raturan Da rah ini ang dlrnnk ud d ngan, 
l. a rah adalah I abupat n I( rinci 
2. P m rintahan Daerah adalah p ny I nggaraan urusai 

p merintahan oleh P m rintah Da rah dan Dewan P rwakilai 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuai 
d ngan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam srstem dan prmaij 
Negara Kesatuan Republik Jndonesia sebagaimana dima.ksud dalan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggan 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusai 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kerinci. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci. 
6. Pegawai Negeri SipiJ yang selanjutnya disingkat PNS adalah warg 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebaga 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembiru 
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

7. Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian KeIJa yan 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga N gara Indonesia yan, 
memenubi syarat tertentu, yang diangkat berdasarakan perjanjtai 
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka m laksanakai 
tugas Pemerintahaan Daerah. 

8. Pejabat Negara adalah pejabat ang lingkungan kerjanya beradi 
pada Jembaga negara yang merupakan alat kel ngkapan n c n 
b serta lembaga negara penunjang fung i alat kelengkaps n negara 
b rtugas menjalankan fungsi untuk dan ata nama negara 
dengan ketentuan p raturan p rundang-undangan. 

9. Anggota D wan Perwakilan Rakyat Daerah .ang elanjutny 
Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabup t n 

1 O. Calon P gav ai Neg ri Sipil yang elanjutnya dr ingk 
P gawai ang baru lulus te eleksi penerimaan 
Neg n Sip1J tahap pertama dan Calon P ga · · 
m ngikuti k wajiban untuk mem nuhi 

g ri Sipil dengan gaji 100 %. 

Ml'.,MUTU l{AN : 

l~UP/\'l'I TbNTAN Tf•,l<NIS PEMBERIAN TUNJANGAI 
N 11\JI l{l•,'l'f ,/\ J l~J~/\S YANG BERSUMBER DAR 

,Al' N l'l~NI PAT/\N J /\N 131!:IJANJ/\. DAER/\11 KABUPATEf 
l{lmlN 'I T/\1 IUN N Al~/\N l0?.3 

r.11•11rt:1pk rn 
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Bagian Ked ua 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Pasal 3 
(1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tunjangan 
Kinerja sebesar 50 % (lima puluh persen). 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum 
bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada a at (1) belum 
dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap di berikan 
selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. 

(3) Penghasilan sebagaimana pada a at (l) diberikan bagi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan urnurn; dan 

. tarnbah 11 pengha ilan paling ban -al 50Yt, (lima puluh per en) 
yang dit rirna clalam 1 ( ntu] bul n d ngan rn mp rhatikan 
k m rnpuan le pn It s flskal cl r h d n uai d ngan ketentuan 
p ratur n p rundang und ng n. 

BAB JJ 
PEMBERlAN TUNJANG/\N HARJ RJ\YA D/\N GAJI KETJGA OELAS 

Bagian Kesatu 
Um um 
Pasal 2 

( 1) PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD, dan Pimpinan 
Badan Layanan Umum Daerah, serta Pegawai Negeri Sipil pada 
perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari 
Raya dan Gaji Ketiga Belas. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam 
jabatan: 
a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan 

tinggi; 
b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan 

administrator; 
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; 
d. fungsional utama; 
e. fungsional ahli madya; 
f. fungsional ahli muda; 
g. fungsional ahli pertama; 
h. fungsional penyelia; 
i. fungsional mahir; 
j. fungsional terampil; 
k. fungsional pemula; 
1. pelaksana; dan 
m. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: 

a. sedang cuti diluar tanggungan Negara; atau 
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam 

negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi 
tempat penugasan. 
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BAB ITT 

PEMBAYARAN 

Pasal 5 
( 1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 
Hari Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada a -at 
(1) belum dapat dibayarkan Tunjangan Hari Ra a dapat diba arkan 
setelah tanggal Hari Raya. 

(3) Besaran Tunjangan Hari Ra a ang diba /arkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen 
p nghasilan yang diba arkan pada bu Ian Mar t Tahun 2023. 

(4) Gaji Ketiga Belas ebagaim na dimaksud dalam Pa al 2 diba arkan 
paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023. 

Penerima Komponen, dan Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku secara muatis mutandis dengan 
Tunjangan Hari Raya. 

Bagian Ketiga 
Pemberian Gaji Ketiga Belas 

Pasal 4 

(4) PenghasiJan sebagaimana pada ayat ( 1) diberikan bagi CPNS 
meliputi: 
a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan dan tujangan um um; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) 

dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskaJ daerah dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(5) DaJam haJ guru yang gaji pokoknya bersurnber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan 
penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, dapat diberikan 
paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau 
paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru 
Aparatur Sipil Negara yang diterima daJam 1 (satu) bulan. 

(6) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang 
Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak 
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

(7) Tunjangan Hari Raya bagi Pempinan Badan Layanan Umum Daerah 
dan Pegawai Non Pegawai pada Aparatur Sipil Negara yang 
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 
Belas yang diberikan pada PNS pada Layanan Umum/Badan 
Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan 
atau kelas jabatan setara. 

r 
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BERITA AE AH A U AT1N 1 IN IT HUN 2 23 N MOR 

RIS DAERAH KERTNCI, 
'/ 

Diundangkan di Siulak 
pada t.a.nggal 1\ A?"'L 2023 

AD!,EOZAL 

Ditetapkan di Siulak 
pada tanggal I I f\.f'l'\L- 2023 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci 
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya 
dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kerinci, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pendanaan pemb rian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat 
b rsumber dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

(5) Dalam hal Gaji I etiga' Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
belum dapat diba arkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah 
bulan Juni Tahun 2023. 

(6) B aran aji I tiga B las yang dibayarkan sebagaimana dimaksud 
pad a at (4) dida arkan pada besaran komponen p nghasilan yang 
diba kan da bulan M i Tahun 2023. 

BAB IV 
PENDANAAN 

Pasal 6 
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